
21 
 

BAB II 

PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH 

ANAK 

A. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 

Anak adalah penerus bangsa ini dan sudah sepantasnya semua orang 

menghargai anak dan menjaga anak itu agar tumbuh berkembang dan nantinya 

anak itu akan jadi penerus bangsa ini dan memajukan bangsa ini dengan ilmu 

dan tumbuh kembang nya yang telah kita bangun bersama mereka. Dalam 

kasus – kasus di Indonesia banyak sekali anak dijadikan korban baik 

dilecehkan, di perjual belikan maupun di jadikan korban kekerasan. Mirisn 

nya, semua hal itu dilakukan sesama anak sendiri. Kekerasan yang dilakukan 

terhadap anak oleh anak seperti kasus Audrey cukup menyita perhatian 

masyarakat saat itu. 

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan 

melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Sedangkan tindak pidana dalam 

bahasa belanda artinya Straafbaar feit yang merupakan istilah resmi dalam 

straafwetboek atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu delict, 

tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman 

pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. 30Tindak 

pidana menurut Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai 

berikut: 

Kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan sebagai 

perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan kekua saan yang merupakan 

 
30 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 
205. 



22 
 

pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan 

pidananya.31 

Melanggar UU dan bertentangan dengan UU sehingga merugikan dan 

membahayakan orang lain, menurut Van Hammel merumuskan istilah tindak 

pidana dengan rumusan delik yaitu sebagai berikut:”Kelakuan manusia yang 

dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan” 32 

R. Tresna merumuskan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana 

yang diartikan sebagai berikut: Sesuatu perbuatan/rangkaian perbuatan 

manusia yang bertentangan dengan undang -undang atau peraturan perundang- 

undangan terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sebagai 

patokan yang disebut dengan peristiwa pidana itu harus mencakup syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perbuatan manusia; 

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum; 

c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Perbuatan itu harus melawan dengan hukum; 

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya 

didalam undang-undang.33 

Kekerasan (violence) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik 

untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, 
 

31 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cet III, Jakarta, 2008, hal. 88. 
32 Ibid hal 91 
33 Ibid hal 103 



23 
 

teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui 

pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam 

perila ku nyata.34 

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku 

budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang 

mengurangi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim 

solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas 

diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan 

kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki 

kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.  M. Marwan dan 

Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras 

yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang 

atau paksaan.35 

Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita. 

Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan 

kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu 

sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung 

membagi tipologi kekerasan menjadi 3(tiga) yaitu kekerasan langsung, 

kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah 

sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan 

kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi 

kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan 

dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan 
 

34 NN, Teori Kekerasan, http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31, diakses pada tanggal 18 Mei 
2022.  
35 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 343.   
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langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses 

(kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang 

permanen (kekerasan kultural).  

Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi 

kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan 

merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. 

Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang 

melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, 

kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan 

oleh manusia terhadap yang lain dalam sikap, perasaan, nilai -nilai yang dianut 

dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan. 

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan 

kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, 

memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan 

sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas 

tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk 

seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi 

kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marjinalisasi 

masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil 

keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga 

menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, 

ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses 

penyeragaman warga negara.  
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Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya 

kekerasan dapat dilihat dari segi insting. 36Teori tersebut memberikan analisis 

mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtifistik adalah 

untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas 

dari kondisi sosial budaya atau lingkungan di sekitarnya. 

Menurut KUHP, Kekerasan tertuang dalam Pasal 89 KUHP adalah 

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan 

bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau 

dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Definisi 

anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.  

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah abuse. Abuse adalah kata 

yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau 

perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J.Gelles mengartikan child abuse 

sebagai “intentional acts that result in physical or emotional harm to children. 

The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical 

assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic 

needs” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang 

menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun 

emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, 

 
36 Justin Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 
2005, hlm. 8-9.   



26 
 

dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa 

lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).37 

Terry E. Lawson, psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap 

anak (child abuse) menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal 

abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Sementara Suharto mengelompokkan 

child abuse menjadi physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological 

abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), 

dan social abuse (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut:38 

a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan 

penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan 

benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau 

kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar 

akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas 

gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.  

b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian 

kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film 

pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini 

umumnya menunjukan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik 

diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut 

bertemu dengan orang lain.  

c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak 

seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, 
 

37 Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak  
Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 31.   
38 Abu Huraerah, Child Abuse, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 47-48.   
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sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual 

secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, 

perkosaan, eksploitasi seksual).  

d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan 

eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan 

orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses 

tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari 

keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan 

yang layak. Eksploitasi anak menunjukan pada sikap diskriminatif 

atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan 

keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk 

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik 

tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan 

status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi 

kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.  

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu 

kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak 

umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri 

maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, 

seperti:  
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a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, 

ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada 

orang dewasa.  

b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak 

cukup, banyak anak.  

c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home).  

b. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan 

mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak 

diinginkan, anak lahir di luar nikah.  

c. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang 

tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran 

penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola 

berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.  

d. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya 

mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-

anaknya.  

e. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, 

tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap 

tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu 

rendah. 39 

 

Sementara itu, menurut Rusmil menjelaskan bahwa penyebab terjadinya 

kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga faktor:  

 
39 Abu Huraerah, op.cit, hlm. 39. 
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a. Faktor Orang tua/Keluarga  

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan 

penelantaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua 

melakukan hal tersebut adalah:  

1) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak,  

2) Dibesarkan dengan penga niayaan,  

3) Gangguan mental,  

4) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial,  

5) Pecandu minuman keras dan obat.  

 

b. Faktor Lingkungan sosial/komunitas  

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan 

penelantaran terhadap anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi 

yang melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan 

seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya 

kekerasan terhadap anak antara lain:  

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,  

2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah,  

3. Adanya anggapan orang tua bahwa anak adalah milik orang tua 

sendiri,  

4. Status wanita yang dianggap rendah,  

5. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.  
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c. Faktor anak itu sendiri  

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran 

terhadap anak dari anak itu sendiri antara lain:  

1. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyebab penyakit 

kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya,  

2. Perilaku menyimpang pada anak  

Mengenai  faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 40 

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi  

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tua dan ketika tumbuh 

menjadi dewasa mereka melakukan kekerasan kepada anaknya. Anak-anak 

yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku 

ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi sebagian 

dari anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang 

dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anaknya. Anak yang yakin 

bahwa perilaku buruk dan layak mendapat tindakan kekerasan akan lebih 

sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, 

dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah 

memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.  

b. Stress Sosial  

Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi meningkatkan resiko 

kekerasan terhadap anak dalam keluarga kondisi-kondisi sosial ini mencakup 

pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran kelurga besar 
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dari rata-rata. Tindakan kekerasan terhadap anak ini juga terjadi dalam 

keluarga-keluarga kelas menengah dan kaya. Penggunaan alkohol dan narkoba 

yang umum di antara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan 

memperbesar stress dan merangsang perilaku kekerasan.  

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah  

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan 

terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua 

bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan 

mempunyai hubungan sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan 

keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang 

bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau 

sosial dengan lebih baik.  

d. Struktur Keluarga  

Tipe-tipe keluarga tertentu memilki resiko yang meningkat untuk 

melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang 

tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak 

di bandingkan dengan orang tua utuh. Karena keluarga dengan orang tua 

tunggal biasanya berpendapat lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga 

hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan 

kekerasan terhadap anak. Selain itu keluarga dimana baik suami atau istri 

mendominasi di dalam membuat keputusan.  

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak mempunyai dampak yang 

sangat besar terhadap anak, tidak hanya dampak secara fisik tetapi juga 

psikologi anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang 
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paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat 

serius pada kehidupan anak pada kemudian hari, antara lain:  

a. Cacat tubuh permanen,  

b. Kegagalan belajar,  

c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian,  

d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai dan 

mencinta orang lain,  

e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru 

dengan orang lain,  

f. Agresif dan kadang-kadang melak ukan tindakan kriminal,  

g. Menjadi penganiaya setelah dewasa,  

h. Menggunakan obat-obatan dan alkohol,  

i. Kematian. 

Richard J. Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan 

dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. 

Dampak fisik seperti terjadi luka-luka, memar, goresan, luka bakar, hingga 

kerusakan otak, dan kematian, sedangkan efek psikologis pada anak korban 

kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, 

ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi. 

Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, 

seperti depresi kecemasan yang berlebihan, atau gangguan intensitas disosiatif, 

dan bertambahnya resiko bunuh diri.  

Beberapa aspek yang perlu dicermati adalah bentuk atau jenis kekerasan, 

usia anak pada saat mengalami kekerasan, frekuensi tingkat kekerasan yang 
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terjadi, proses hukum yang berkaitan dengan keterlibatan psikologi anak. 

Dampak kekerasan secara psikis sulit dibuktikan apalagi ketika masing-masing 

pasangan saling menegaskan bahwa tidak terjadi kekerasan psikis. Melalui 

berbagai cara pertahanan diri, biasanya pelaku mundur sesaat untuk mengambil 

hati korban dan pada situasi yang lain kekerasan terjadi lagi. 

 

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA 

Pertanggung jawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada 

masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, 

bahkan hewan pun dapat dan benda mati lainnya pun dapat 

dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi 

perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu 

hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula 

pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan 

tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana 

didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan 

teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang 

dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. 

Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu serta dapat membedakan 

yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.41 

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti 

kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan 

 
41 H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, halaman 205.   
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kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian 

pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana 

sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal 

ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, 

diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-

unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka 

terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti 

pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.42 

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran 

yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti 

makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu 

untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan 

ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. 

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak 

berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai 

element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. 

Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak 

bebas dalam betindak. 

Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada 

kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada 

pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. 

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan 

psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum 

 
42 Marwan Efendi. 2014. Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi 
Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.   
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dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana 

adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana 

dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang 

dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena 

melakukan perbuatan tadi). KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai 

sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. 

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa 

kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian 

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh 

Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan 

perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka 

mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus 

dibuktikan. 

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku 

di Indonesia, khusunya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut 

teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur tindak pidana 

(strafbaar feit). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, 

KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu 

sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Sifat 

melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan 

hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana 

maupun tidak tercantum secara eksplist dalam rumusan tindak pidana, kecuali 

dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu 
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perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan 

hukum dan kesalahan. 

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada 

seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari 

beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-

unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan 

hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga 

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak 

pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. 

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana 

tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga 

sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Ultrecht bahwa 

kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari 

asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur 

dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka 

asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. 

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi 

pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan 

tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa 

disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori 

monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya 

rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan 

hukumnya perbuatan. 
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Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan 

tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak 

dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan 

pemaaf sebagai peniadaan pidana. 

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat 

aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu 

apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Asas legalitas hukum pidana Indonesia 

yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru 

dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut 

telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun 

orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus 

dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan 

pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus 

memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana  

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat 

dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan 

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya 

cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”  

 

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijk 

veranwoodelijkheis, criminal responsibility) dengan tegas ketetuan Pasal 37 

ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak 

pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas Geen Straf Zonder Schuld atau 

Keine Straf Ohne Schuld yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan 
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sebagai an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blamewhorty 

atau actus reus. 43 

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak 

dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit 

reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi 

dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum 

pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar 

ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. 44 

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan 

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang 

bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang 

menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada 

pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus 

melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak 

adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi 

kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan 

pemaaf.  

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang 

harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras 

dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana 

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung 

seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.  
 

43 16 Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.  
 
44 Ibid  hal 168 
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Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam 

menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari 

tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat 

melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap 

tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena 

kelalaian (culpa). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) 

bentuk kesengajaan (opzet), yakni:  

a. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si 

pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti 

ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan 

hukuman.  

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si 

pelaku (doer or dader) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk 

mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti 

atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu 

akibat lain.  

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis). 

Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran 

kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan 

untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.  

Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain 

yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang. Kealpaan (culpa) 

dibedakan menjadi 2, yaitu:  



40 
 

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si 

pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 

akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul 

tersebut.  

2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si 

pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 

akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. 

Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu 

akibat. 

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku 

di Indonesia, khusunya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut 

teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur tindak pidana 

(strafbaar feit). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, 

KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu 

sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Sifat 

melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan 

hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana 

maupun tidak tercantum secara eksplist dalam rumusan tindak pidana, kecuali 

dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu 

perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan 

hukum dan kesalahan.  

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada 

seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari 
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beberapa  pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-

unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan 

hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga 

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak 

pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.  

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana 

tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga 

sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai 

unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana 

tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. 

Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga 

tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, 

maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban 

pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu 

dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan 

pidana. 

 

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU 

DAN KORBAN 

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa 

memiliki peran strategis dal am menjamin eksistensi bangsa dan negara di 

masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, 

maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. 
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Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. 

Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan 

diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan 

di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang 

bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya. 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui 

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan 

dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. 

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk 

meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu 

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang dengan 

tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan 

sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor 

tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat 

diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak 

asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-

Undang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada 

dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Pemerintah 

menetapkan pula Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 
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Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus 

generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk 

kekerasan dan diskriminasi.  

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah 

Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. 

Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala 

macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga 

memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak -hak sipilnya.  

Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) 

telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain 

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Indonesia 

telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi 

sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah 

dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam membe rikan pemenuhan 

perlindungan terhadap anak.  

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah 
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sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa. 

Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak-

hak anak tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4).  

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan (Pasal 5).  

3. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut 

agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6).  

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Dal am 

hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
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angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)).  

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial 

(Pasal 8).  

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 

(1)), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 

ayat (2)).  

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 

sesuai dengan nilai -nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).  

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 

luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, 

berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya 

demi perkembangan diri (Pasal 11).  

9. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 

12) 
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10. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, 

penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, 

ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1)), 

dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak dalam melakukan 

segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (2)). 

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 

terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 

14). 

12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa 

bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam 

masalah yang mengandung kekerasan, dan pelibatan dalam 

peperangan (Pasal 15).  

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi (Pasal 16 ayat (1)), setiap anak berhak mendapatkan 

kebebasan sesuai hukum (ayat (2)), penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 
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dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 

upaya terakhir (ayat (3)).  

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat 

perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari 

orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, 

dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan 

anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum (Pasal 17 ayat (1)), setiap anak yang menjadi korban 

atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak untuk dirahasiakan (ayat (2)).  

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 

18). 

D. PENGERTIAN DIVERSI DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA 

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 

kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti 

pergaulan,pendidikan,teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan 

perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan 

pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang 

anak yangmelakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari 

proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih 
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baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion 

yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum perlu yang secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya 

kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga 

bagikemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum dapat di artikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah 

perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. 

Hak-hak anak menurut UU NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 

(empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas). Kesepakatan Diversi untuk 

menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, 

tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai 

upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 

(2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, 

pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.45 

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak 

pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses 

peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang 

dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau 

pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan 

 
45 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia,Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7 



49 
 

pent-ingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi 

dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang 

menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.46 

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan 

kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur 

non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya 

memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak 

pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. 

Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap 

keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat 

(appropriate treatment). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu. 

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), 

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social 

serviceorientation) 

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced 

orrestorative justice orientation.) 

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh 

kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa 

Indonesia diskresi. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang 

berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan 

dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak 

pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerko-saan, pencurian dengan 

kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. 

 
46 Wagiati soetodjo,2006,hukum pidana anak,Bandung:refika aditama,hal.72. 
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Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas 

yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan 

keluarga, perlindungan hak propesi anak, pelindungan dari penyiksaan dan 

perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.47 

Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian keseriusan tindak 

pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk 

dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan 

laporan dari penyidik tentang kasusnya maka penuntut umum membuat 

rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan 

penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk 

diserahkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan akan memberikan 

tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang 

telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses 

pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan.48 

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara 

normatif dicerminkan hakim yang dapat menyidangkan perkara anak diangkat 

secara khusus artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, 

kemudian kekhususan juga terletak acarapersidangan (hukum acaranya), hakim 

tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan 

anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping, 

pendamping itu bukan pengacara melainkan lembaga dan proses persidangan 

 
47 Kenneth Polk, dalam Made AyuCatra MS, DiversidalamSistem- 
PeradilanPidanaAnakdi Indonesia, Thesis, Denpasar: Program 
PascasarjanaUdayana, hlm. 6 
48 rina Styowati, 1990, AspekHukumPerlindunganAnak, Jakarta: BumiAksara. 
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tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal. Pelaksanaan konsep diversi 

dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem 

peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan 

pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah 

terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan 

yang ada.  

Konsep diversi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep 

diversi ini menunjukan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan 

memberikan perlindungan terhadap anak. 

 

 

 

 

  


